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MOTTO

“Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya dan orang-
orang akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang

nyata. Lalu, Dia akan memberikan kepada kamu yang selama ini kamu kejakan ”
(Qs. At-taubah 11:105)

“Janganlah lari dari tanggung jawab dengan mencari alasan (pembenaran) kerena

ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi”

(Rasulullah SAW)
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ABSTRAK

AINUN AQIILA. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan,
Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Batang.

Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan oleh lembaga publik yang melaksanakan
pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, serta pelaporan informasi kinerja.
Berdasarkan grafik realisasi kinerja dari tahun 2017-2021 SKPD Kabupaten
Batang mengalami peningkatan namun dengan skor yang hanya bisa mendapatkan
predikat B yang artinya dapat dikaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
Akuntabilitas Kinerja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji
pengaruh perencanaan anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan
ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapanan dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten
Batang dengan total sampel 67 responden. Teknik pengambilan sampel berupa
purposive sampling dengan kriteria kepala SKPD, Bagian Perencanaan dan
Keuangan, dan bendahara pengeluaran dari 27 SKPD. Penelitian ini menggunakan
metode analisis data yaitu instrumen penelitian, uji asumsi klasik, koefesien
determinasi, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi
SPSS 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan pengendalian
akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan perencanaan
anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Batang.

Kata kunci : perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi,
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja.
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ABSTRACT

AINUN AQIILA. The Influence of Budget Planning, Reporting Systems,
Accounting Control, and Compliance with Legislation on the Performance
Accountability of SKPD Batang Regency.

Performance Accountability is carried out by public institutions that carry
out performance recording, processing, summarizing, and reporting. Based on the
graph of performance realization from 2017-2021 the SKPD of Batang Regency
has increased but with a score that can only get the title B, which means that
factors that can influence Performance Accountability can be studied. This
research was conducted with the aim of examining the effect of budget planning,
reporting systems, accounting controls, and compliance with laws and regulations
on performance accountability.

This research is included in field research using a quantitative approach.
The object of this research is the SKPD of Batang Regency with a sample of 67
respondents. The sampling technique was in the form of purposive sampling with
the criteria of the head of the SKPD, the Planning and Finance Section, and the
Expenditure treasurer of 27 SKPD. This study uses data analysis methods, namely
instrument research, classical assumption test, coefficient of determination,
multiple regression analysis, and hypothesis testing with the help of the SPSS 26
application.

The results of this study indicate that reporting systems and accounting
controls have an effect on performance accountability, while budget planning and
compliance with laws and regulations do not affect SKPD performance
accountability in Batang Regency.

Keywords: Budget Planning, Reporting System, Accounting Control, Compliance
with Legislation, Performance Accountability.
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TRANSLITERASI
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.
A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya
dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik di bawah)
é Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

K Zal Z Zet (dengan titik di atas)
B Ra R er

B Zai Z zet
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o Sin S es
uj; Syin Sy es dan ye
o Sad $ es (dengan titik di bawah)
A Dad d de (dengan titik di bawah)
3 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)
& “ain ) koma terbalik (di atas)
'& Gain G ge
s Fa F ef
k) Qaf Q ki
Sl Kaf K ka
d Lam L el
a Mim M em
) Nun N en
5 Wau AV we
A Ha H ha
e Hamzah ¢ apostrof
S Ya Y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
z Fathah A a
- Kasrah I i
2 Dammah U u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
S Fathah dan ya Ai adanu
. j Fathah dan wau Au adanu
Contoh:

kataba

s
- d*ﬂ fa‘ala

- suila
- &S kaifa
- djé haula
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C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
...L5...\ Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
T Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
9 Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jaé qala
- Ls“) rama
- J8 qila

- U)ga yaqulu
D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.
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3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- ;_j\sL‘)[\ 3\-*")) raudah al-atfal/raudahtul atfal

- ‘}’)3-‘13\ :*-HJA]‘ al-madinah al-munawwarah/

al-madinatul munawwarah

oAl talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- db—‘ nazzala
- Ol albirru

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gqamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanpa sempang.

Contoh:
- U;i)j\ ar-rajulu
- ;JZJ\ al-qalamu
- z)&m\asy—syamsu
- O alalatu
G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara
hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab
berupa alif.
Contoh:
- Al ta’khuzu
- (s syai’un
- :-.;J\ an-nau’u

- ul inna

XViil



H. Penulisan Kata

I.

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.

Contoh:

- ug{)\j)n });\A }}@ﬁ 41l Z)l ) Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

- L"‘*Lw)i\ j \-}6\/)".&;‘ f\m ?‘“‘" Bismillahi majreha wa mursaha

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh:

- Cpelladl S all Xl Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

- e-ﬁ’)j\ UA;JM Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
o) ;\-‘AJ 3)3-9 ) Allaahu gafiirun rahtm
o) L’-’A; Joji‘y‘ Aﬁ Lillahi al-amru jamT an/
Lillahil-amru jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Setiap daerah di
Indonesia diberikan otonomi untuk menjalankan pemerintahannya secara
independen. Pemerintah daerah bertanggungjawab menjalankan tugas dan
wewenang yang menyelengarakan kehidupan ekonomi, politik, dan sosial
pada setiap daerah masing-masing. Setiap instansi pemerintah, dalam
melaksankan tanggungjawabnya harus berdasarkan akuntabilitas termasuk
dalam menjalankan fungsi. administratif kepemerintahan. Perpres No. 29
Tahun 2014 membahas terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dimana akuntabilitas kinerja dilaksanakan lembaga publik yang
melaksanakan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, serta pelaporan
informasi kinerja tingkatan kementrian/ lembaga. Pemerintah daerah Sebagai
lembaga sektor publik, diminta untuk mengupayakan dalam memberikan
layanan terbaik, transparan, dan berkualitas tinggi dengan tetap mengarah
pada kinerja yang berorientasi pada aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas berfokus pada standar kinerja seseorang berdasarkan
harapan masyarakat atau yang didalam islam disebut kemaslahatan umat
sehingga dapat digunakan dalam penilaian sesuatu yang penting seperti
kinerja, tingkat kemampuan dalam menunjukkan keselarasan antara progam
dan kegiatan, serta moralitas dari petugas pemerintahan dalam melayani

kepentingan publik dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas



menjadi penting karena masyarakat perlu mengetahui penggunaan dan
pengelolaan sumber daya publik Rininda & Sudaryati (2020). Menurut
(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011) Akuntabilitas
merupakan komitmen dalam memaparkan pelaporan atas
pertanggungjawaban kinerja secara periodik atas tindakan atau pekerjaan
yang telah diberikan oleh suatu organisasi maupun individu terhadap pihak
yang mempunyai wewenang untuk memperoleh laporan  dan
pertanggungjawaban informasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah secara relevan, akurat, tepat waktu, konsisten, dan dapar dipercaya.

Akuntabilitas kinerja juga dijelaskan pada salah satu ayat dalam Al-
Qur’an yaitu Qur’an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

o ) (5 A 1 el L e 15358 o 2t A
Vo Lo 8 ATl 7)) 45 a8aa, Uead aZl) () (J0a1ly 1 855
Artinya:
Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan kita untuk
menjalankan amanat yang ditangguhkan pemiliknya dan kita tidak
diperkenankan untuk melalaikan amanat tersebut. Ayat tersebut ditujukan
untuk seluruh manusia dalam menunaikan segala amanah, terutama bagi para
pemimpin yang memiliki kekuasaan sehingga wajib bagi mereka

menjalankan amanah dan menjauhi keburukan, senantiasa berusaha

menegakkan keadilan yang telah Allah berikan atas amanat yang diemban



dalam kebijakan-kebijakan nya. Termasuk didalamnya perintah mengenai ke
hati-hatian dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan kabar berita
(laporan). Hal ini bisa dimaksudkan dalam penyampaian laporan
pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah. Prinsip keadilan yang
terdapat diayat diatas memang sangat penting, karena Qardhawi juga
menyatakan ruh sistem islam adalah pertengahan yang adil. Keadilan disini
mengandung maksud kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. (Muhamad,
2016)

Perwujudan pertanggungjawaban dari pemerintah atas kinerja instansi
pemerintah kemudian dikembangkan, disusun dan dipaparkan dalam
dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa
disebut LAKIP. Dokumen tersebut dapat dijadikan tolak ukur sebuah SKPD
dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Proses penyusunan LAKIP
memerlukan pedoman penyusunan sehingga LAKIP. yang disusun dapat
dilaporkan dengan penuh pertanggungjawaban kepada pemangku
kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Rio, 2019). Hal
tersebut sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk kesepakatan Kinerja, Pelaporan Kinerjau dan
Tata Cara Laporan Kinerja Instansi pemerintaj (LAKIP), dan Perpres No. 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), bahwa setiap Pemerintah Daerah maupun SKPD diharuskan
melakukan penyusunan LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan dan program setiap tahunnya.



Proses evaluasi Satuan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dilaksanakan setiap tahun dengan melewati beberapa tahapan. Ada tiga
tahapan yang harus dilalui yaitu pra-evaluasi, evaluasi mendalam, dan
penyampaian hasil. Setiap pemerintah maupun SKPD akan mendapatkan
predikat setelah evaluasi dilaksanakan. Ada tujuh predikat penilaian
diantaranya: (1) AA dengan rentang nilai >90-100 yang berarti sangat
memuaskan. SKPD yang mendapatkan predikat tersebut berarti telah
mewujudkan Good Governance, seluruh kinerja dikelola oleh seluruh bagian
kerja, pemerintahan yang fungsional, mampu beradaptasi dengan baik, dan
efisien telah terbentuk. Tingkat individu telah dicapai dalam pengukuran
kinerja. (2) A dengan rentang nilai >80-90 yang berarti memuaskan. Instansi
pemerintah telah dapat berorientasi pada hasil dan level kinerja telah diukur
sampai kepangkatan 4/pengawas/sub koordinator. (3) BB dengan rentang
nilai >70-80 yang berarti Sangat Baik. Akuntabilitas instansi pemerintah
sangat baik sehingga mewujudkan manajemen kinerja berbasis teknologi
informasi yang handal. Pengukuran kinerja pada predikat ini sampai ke level
pangkat 3/ kepala bidang. (4) B dengan rentang nilai >60-70 yang berarti
Baik. Perlu adanya sedikit rektifikasi bagian dalam manajemen kinerja.
Pengukuran kinerja baru dilaksanakan pada pangkat 2/uunit kerja. (5) CC
dengan rentang skor >50-60 yang berarti Cukup (Memadai). Perlu banyak
perbaikan khususnyauakuntabilitasukinerja padau unit kerja. (6)C dengan
rentang nilai >30-50. yang berarte kurang. Pada nilai ini keandalan sistem

dan struktur AKIP masih minim sehingga perlu dilakukan banyak perbaikan.



(7) D dengan rentang skor >0-30 yang berarti sangat kurang. Ketika
mendapatkan predikat ini tentu sistem AKIP sama sekali tidak dapat

diandalkan sehingga perlu dilakukan perbaikan yang sifatnya sangat

mendasar.
Gambar 1.1
Grafik Realisasi Kinerja Kabupaten Batang Tahun 2017-2021
Skor LAKIP/ LKJiP
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Sumber: SIDASA- Kabupaten Batang
Pada grafik realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Batang dari tahun
2017 sampai 2021 memperlihatkan bahwa baik target maupun realisasi setiap
tahunnya mengalami peningkatan. Dari grafik skor LAKIP Kabupaten Batang
menyebutkan bahwa nilai SAKIP setiap tahun mengalami peningkatan, mulai
dari tahun 2017 mendapatkan nilai 58,19 dengan peringkat CC. Selanjutnya
pada tahun 2018 mendapatkan nilai 62.64 dengan peringkat B dan tahun 2019

mendapatkan nilai 65.02 dengan peringkat B. Selanjutnya pada tahun 2020



mendapatkan nilai 66.14 dengan predikat B, dan pada tahun 2021
mendapatkan nilai 66.03 dengan predikat B. Meskipun setiap tahun
mengalami peningkatan, tetapi nilai yang didapatkan belum cukup
memuaskan karena hanya bisa sampai mendapatkan predikat nilai B. Hasil
tersebut tentu memerlukan telaah secara mendalam faktor-faktor yang
menyebabkan kenaikan akuntabilitas kinerja SKPD di Kabupaten Batang.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu,
menghasilkan terdapat beberapa aspek yang berpengaruh dengan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang pertama adalah perencanaan
anggaran. Dalamu UU No.25 Tahun 2004, Perencanan anggaran merupakan
tahapan dalam menentukan tindakan di masa depan, melalui rencana strategis
dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya. perencanaan merupakan
tahapan paling riskan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dalam
menentukan seluruh kebutuhan anggaran untuk setiap program atau kegiatan
ditentukan dalam perencanaan, sehingga terealisasinya anggaran suatu
kegiatan berawal dari perencanaanya (Oktavima, 2022). Dalam penelitian
yang dilakukan oleh zainab pada tahun 2020, terdapat beberapa elemen dasar
perencanaan, yaitu: perencanaan meliputi pemilihan sumber daya yang
digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan, pengalokasian sumber daya,
pencapaian tujuan, dan perencanaan masa depan.

Aspek selanjutnya adalah sistem pelaporan. Pada Perpres RI No. 29
tahun 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

menggambarkan terlaksanya misi organisasi serta pengungkapan semua



kegiatan yng berkitan dengan penggunaan sumber daya Pemerintah. Sistem
pelaporan dapat dikatakan baik apabila dalam pelaksanannya dilaksanakan
proses pengamatan dan pengendalian terhadap manajerial. Pemerintah
bertanggungjawab untuk menyediakan laporan yang berkaitan dengan
keuangan maupun data lain yang dibutuhkan oleh stekeholder dalam
mengambil keputusan sosial, ekonomi, dan politik Mulya & Fauzihardani,
(2022). Menurut Harianto et al., (2021) sistem pelaporan memiliki pengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut riset
yan dilakukan Rininda & Sudaryati, (2020) sistem pelaporan tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Aspek selanjutnya adalah pengendalian Akuntansi. Pengendalian
akuntansi dinilai sebagai proses dan sistem formal yang mengunakan
informasi Mulya & Fauzihardani (2022). Pengendalian akuntansi memiliki
peran penting sebagai perencanaan dan prosedur monitoring berdasarkan
informasi untuk mencapai tujuan. Menurut Mulya & Fauzihardani (2022)
pengendalian akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan riset yang
dilaksanakan oleh Harianto et al., (2021) jika pengendalian akuntansi
memiliki pengaruh positif secara signifikansi terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah.

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan. kepatuhan

setiap lembaga terhadap regulasi diharapkan dapat membuat hasil laporan



akuntabilitas yang selaras dengan kebutuhan informasi publik. Peraturan
tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan
bahwa, penyusun laporan keuangan termasuk neraca dan laporan arus kas
wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Oktaviani (2020), ketaatan
pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja instansi. Perbedaan terlihat dari riset yang dilakukan oleh Zachari
Abdallah yang mengemukakan ketatan pada peraturan perundangan memiliki
pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya berbagai fenomena terkait sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah yang ada di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada
Kabupaten Batang serta perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh
peneliti terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan
judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan,
Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada SKPD Kabupaten Batang”.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang?
2. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja
pada SKPD Kabupaten Batang?
3. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang?



4. Apakah Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Menganalisis  pengaruh  Perencanaan  Anggaran  terhadap
Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.

Menganalisis pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntablitas
Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.

Menganalisis Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.

Menganalisis Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh

terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.

2. Manfaat Penelitian

a.

Teoritis

1) Akademis
Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa
menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. penelitian ini juga
diharapkan mampu berkontribusi terhadap wacana kajian
mengenai akuntabilitas kinerja pada SKPD

2) Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan
mengenai perencanaan anggaran, sistem pelaporan pengendalian

akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Serta
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dapat menambah pengetahuan tentang aspek yang berpengaruh
trehadap akuntabilitas kinerja pada SKPD.
b. Praktis
1) Masyarakat
Penelitian ini dapat menjadi referensi masyarakat untuk
mengetahui keterbukaan informasi terkait akuntabilitas kinerja
SKPD Kabupaten Batang.
2) Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahas
evaluasi mengenai akuntabilitas kinerja, sehingga kedepannya
dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dibuktikan
dengan meningkatnya predikat hasil evaluasi kinerja SKPD
Kabupaten Batang.
D. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran
mengenai keseluruhan isi dalam penelitian yang telah disesuaikan
berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas K.H Abdurrahram Wahid Pekalongan
Tahun 2022. Sistematika penulisan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bagian pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang masalah
yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian tentang Perencanaan

Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada
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Peraturan Perundangan. Terdapat rumusan masalah yang disusun dalam
bentuk kalimat tanya mengenai penelitian tersebut. Kemudian terdapat tujuan
penelitian yang merupakan hal spesifik yang ingin dicapai berdasarkan
rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian menggambarkan kegunaan
penelitian baik secara praktis maupun teoritis.
BAB I LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan tentang teori yang
berhubungan dengan masalah dalam penelitian yang dilakukan dan digunakan
sebagai acuan untuk memecahkan rumusan masalah. Dalam landasan teori
juga terdapat kerangka berpikir dan hipotesis yang digunakan untuk menguji
kebenaran teori, mendoron munculnya teori, dan menerangkan fenomena
sosial.
BAB IIIl METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang terdiri dari jenis penelitian,
setting penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis atas pengolahan data
penelitian yang diperoleh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Batang dan pembahasan atas interpretasi dari hasil penelitian secara

sederhana dalam menjawab permasalahan pokok dalam rumusan masalah.
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BAB V SIMPULAN

Bagian simpulan diambil berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian, serta memuat
keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran-saran bagi peneliti yang

akan datang.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian, maka

dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1.

Perencanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas
Kinerja.

Sistem Pelaporan berpengaruh secara positif signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja.

Pengendalian Akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh secara positif

terhadap Akuntabilitas Kinerja.

B. Keterbatasan Penelitian

1.

Penelitian ini hanya menggunakan variabel perencanaan anggaran, sistem
pelaporan, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan
perundangan, sementara itu masih terdapat banyak variabel yang dapat
mempengaruhi akuntabilitas kinerja seperti variabel kejelasan sasaran
anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal.

Penelitian ini belum sepenuhnya bisa memotret hasil penelitian karena
terdapat beberapa kepala SKPD yang melimpahkan pengisian kuesioner

kepada bagian perencanaan dan keuangan.

79
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3. Hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner dinilai kurang efektif
karena kesibukan responden, sehingga responden kurang maksimal
dalam menjawab setiap butir pertanyaan yang diberikan. Peneliti

selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian lain.
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